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Mengingat 

BUPATIKARANGASEM 

PROVINSI BALI 

PERATURAN BUPATI KARANGASEM 
NOMOR 29 TAHUN 2017 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
TAHUN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIKARANGASEM, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu 
membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2018; 

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam 
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang Undang Nomor 25 Ta'un 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

1. 



2 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas · J.Jndang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4405); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 3); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali 
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali 
Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Bali Nomor 15); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran 
Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); 

12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2017 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi 
Bali Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 
2017 Nomor 37); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 
Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
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Karangasem Tahun 2006 Nomor 7); 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 
17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 15); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah 

Karangasem. 
3. Bupati adalah Bupati Karangasem. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Karangasem. 

5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku 
pengguna anggaran/barang. 

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2018 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2018 
adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Periode 
I (satu) tahun yaitu Tahun 2018. 

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Renja-PD adalah Dokumen Perencanaan untuk Periode 1 
(satu) Tahun yang dimulai dari 1 Januari 2018 sampai 
dengan 31 Desember 2018. 

8. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan 
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun. 

Ka bu paten 
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9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam 
penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD. 

10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan 
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 
belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta 
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

BAB II 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 
(1) RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dokumen 
perencanaan lainnya, sebagai perencanaan program yang 
disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi 
dari rangkaian pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 
Kabupaten Karangasem. 

(2) Susunan dan sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah 
dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam 
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. 

Pasal 3 

(1) RKPD Tahun 2018 sebagai landasan penyusunan KUA dan 
PPAS dan selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018. 

(2) Perangkat Daerah melaksanakan RKPD Tahun 2018 sesuai 
dengan kebijakan umum dan prioritas anggaran. 

Pasal 4 

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
Kabupaten Karangasem menelaah kesesuaian antara Renja-PD 
dengan RKPD Tahun 2018. 

Pasal 5 

(1) RKPD Tahun 2018 dapat diubah jika tidak sesuai dengan 
perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. 

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), seperti : 
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